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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, dan potensi daerah sendiri. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22  Tahun  1999  yang  telah direvisi  menjadi  UU  No. 32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat  dipercaya dalam rangka menciptakan otonomi daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Untuk itu dalam rangka akuntabilitas setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan dituntut agar mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang telah dibuat (Darise, 2008:28). 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No. 24 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 71 tahun 2010) antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun  dengan  mengacu  kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan.

Selain ditunjang oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik, Keberadaan sebuah sistem akuntansi juga menjadi sangat penting karena berfungsi juga dalam menentukan kualitas informasi pada  laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berdasarkan peraturan menteri dalam negeri  nomor 64 tahun 2013 merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ratifah (2012) mengemukakan bahwa SAKD merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi pengendalian dengan pelaporan kinerja pemerintah daerah. SAKD juga diharapkan agar diterapkan oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sistem akuntansi juga memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan keuangan dihasilkan. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan SAKD dengan baik, maka pemerintah daerah harus memenuhi beberapa hal yang merupakan syarat SAKD yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penerapan sistem tersebut (Bastian, 2010:15).

SAKD merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemda yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (Mahsun, 2006:185). Penyusunan laporan keuangan daerah  yang  berpedoman  pada  SAKD ini sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan   keuangan yang dimaksud juga mampu meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Nasaruddin (2008) dalam Ihsanti (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. 

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis tentang penerapan SAP, SAKD dan kompetensi SDM diantaranya dilakukan oleh Harefa (2016), berkesimpulan bahwa penerapan SAP dan SAKD berpengaruh signifikan positif, dan Ahsani (2016) berkesimpulan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan penelitian Ihsanti (2014), yang menyimpulkan bahwa SAKD tidak berpengaruh signifikan positif, dan Ratna (2017) bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. ini disebabkan karena belum sepenuhnya menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan kebanyakan pegawai di bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan daerah yang telah berpedoman pada SAKD, dan kompetensi SDM yang faham terhadap standar dan aturan yang telah ditetapkan, ini akan meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.   Terdapat   empat   opini yang  diberikan  pemeriksa  yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Data hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD Provinsi Sumatera Selatan
	Tahun Anggaran
	Opini BPK

	2007
	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

	2008
	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

	2009
	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

	2010
	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

	2011
	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

	2012
	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

	2013
	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

	2014
	Wajar Tanpa Pengecualian 

dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)

	2015
	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

	2016
	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)


Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2007-2016, 2018.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa opini BPK terkait LKPD provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan untuk tahun 2014 dan 2016 dari opini WDP menjadi opini WTP dua kali berturut. Hasil evaluasi BPK RI menunjukkan bahwa LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan oleh Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), belum sepenuhnya diterapkan SAKD sehingga menyebabkan timbulnya kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, Kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuainya  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  dengan  ketentuan yang berlaku, adanya kelemahan sistem pengendalian internal (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sumatera Selatan).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini di lakukan pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD).

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaiamana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial ?

2. Bagaiamana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan ?

1.3 
Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini sehubungan dengan penerapan SAP, SAKD, kompetensi SDM, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016.
2. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan unit pengamatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai entitas pelaporan pemerintah.
1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi  pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengaruh kompetensi sumber daya manusia  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai  berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas pengendalian dan kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Manfaat Praktis Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Selatan. Sehingga bisa menghasilkan kualitas laporan keuangan yang Andal, Relevan, Dapat dibandingkan dan Mudah untuk  dipahami  bagi  para  pengguna  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah.
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